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ABSTRAK

Dalam Islam, keturunan merupakan salah satu dari lima hal inti yang harus
dipelihara oleh umat Islam baik dari segi nasabnya (garis keturunan), agamanya,
maupun akhlak dan budi pekertinya. Hal ini sebagaimana yang dimaksudkan dalam
tujuan syariat Islam yaitu hifz an-nas!/ (memelihara keturunan). Oleh karena itu
Islam mensyariatkan umatnya untuk menjalin hubungan dengan lawan jenisnya
dalam ikatan (perkawinan) yang sah baik secara agama maupun hukum negara.
Akan tetapi banyak fenomena-fenomena perkawinan di Indonesia yang masih saja
mengalami problem pro dan kontra dalam masyarakat, salah satunya perkawinan
beda agama, yang mana hal ini sangat memungkinkan terjadinya kekaburan dan
ketidakjelasan antara nasab dan status anak terhadap orang tuanya.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research) dengan pendekatan
Yuridis terhadap UU No. 1 Tahun 1974 (diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019)
dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).Sebaliknya metode analisis data yang
digunakan adalah kualitatif dengan pola berfikir induktif. Teknik pengumpulan data
yang dilakukan penyusun adalah studi kepustakaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam kompilasi hukum islam dan
undang-undang perkawinan, ada dua jenis status anak yang dilahirkan langsung
oleh ibunya, yaitu anak sah dan anak tidak sah. Anak sah adalah anak yang
dilahirkan dari perkawinan yang sah sesuai dengan syarat dan ketentuan yang
berlaku. Sebaliknya anak tidak sah adalah anak yang lahir di luar perkawinan yang
sah. Anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah secara otomatis mempunyai
hubungan nasab dan hubungan keperdataan dengan kedua orang tuanya.
Sebaliknya, seorang anak tidak memiliki hubungan nasab dan hubungan
keperdataan dengan ayah biologisnya jika anak tersebut dilahirkan bukan melalui
perkawinan_yang 'sah.” Adapun  terhadap anak_hasil’ perkawinan beda agama,
berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perkawinan dan kompilasi hukum islam,
maka anak tersebut tidak dapat dinasabkan kepada ayah biologisnya, sebab
perkawinan beda fagama bukanlah, perkawinan yang sah, dilakukan dengan
kesadaran, dan tanpa adanya unsur yang syubhat. Sehingga status anak yang lahir
dari perkawinan tersebut juga tergolong dalam kategori anak tidak sah.

Kata Kunci: Nasab, Status Anak, Anak Hasil Perkawinan Beda Agama
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ABSTRACT

In Islam, heredity is one of the five core things that must be maintained by Muslims
both in terms of their nasab (lineage), religion, and morals and ethics. This is as
intended in the purpose of Islamic law, namely hifz an-nasl (raising offspring).
Therefore, Islam shari'a for its people to establish relationships with the opposite
sex in a legal bond (marriage) both religiously and by state law. However, many
marriage phenomena in Indonesia are still experiencing pros and cons problems in
society, one of which is interfaith marriage, which is very likely to cause ambiguity
and ambiguity between the fate and status of children to their parents.

This type of research is library research with a Juridical approach to Law No. 1 of
1974 (amended by Law No. 16 of 2019) and the Compilation of Islamic Law (KHI).

Meanwhile, the data analysis method used is qualitative with an inductive thinking
pattern. The data collection technique carried out by the compiler is a literature
study.

The results of this study show that in the compilation of Islamic law and marriage
law, there are two types of status of children born directly by their mothers, namely
legal children and illegitimate children. A legal child is a child born from a legal
marriage in accordance with the applicable terms and conditions. Meanwhile,
illegitimate children are children born outside of a legal marriage. Children born
in a legal marriage automatically have a nasab relationship and a civil relationship
with both parents. On the other hand, a child does not have a nasab relationship
and a civil relationship with his biological father if the child is born not through a
legal marriage. As for the child resulting from interfaith marriage, based on the
provisions of the Marriage Law and the compilation of Islamic law, the child cannot
be attributed to his biological father, because interfaith marriage is not a valid
marriage, carried out-withawareness; and without the element of syubhat. So that
the status-of children born from marriage.is also classified as-an illegitimate child.

Keywords: . Nasab, Child Status, Children from a Non-Religious Marriage

iii






‘ SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal  : Skripsi Saudara Reza Maulana

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr, Wh.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperluanys, maka
saya berpendapat bahwa skripsi saudara:

I Nama : Reza Maulana

NIM  : 19103050049 e

Judul : “Tinjauan Yuridis Terhadap Nasab dan Status Anak Hasil

‘Sudah depat digjukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta scbagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

E STATE ISLAMIC UNIVER

* SUNAN KALI]

L YOGYAKA

IR : ’
".'."# '-:,.E{?‘w?’nf_ ' ' e
s A e
PRI, e R A
¢ - t." - ¥ ] B

2R P ST




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALUAGA
m FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
J1. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

@ KEMENTERIAN AGAMA

PENGESAHAN TUGAS AKHIR
Nomor : B-839/Un 02/DS/PP.00.9/07/2026

Tugas Akhir dengan judul (TINJAUAN  YURIDIS TERHADAP NASAB DAN STATUS ANAK HASIL
PERKAWINAN BEDA AGAMA

yang dipersiapkan dan disusun olch:

Nama : REZA MAULANA
Nomor Induk Mahasiswa - 19103050049
Telah diujikan pada : Senin, 22 Juni 2026
Nilai ujinn Tugas Akhir TA-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syan'oh dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakorta

TIM WJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

% Yisin Baidi, S.Ag, M.Ag.

Penguji 11

& Dru Hj. Ermi Suhasti Syafe't, MSL
SIGNED

2026
8 lJlN Sunan Kaligags
s Dekan Fakoltas Syan'zh dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodigin, MAg.
SIGNED

Velsd 11r e 2%

1t 2007/2026

vi



MOTTO

“Apa yang melewatkanku tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang
ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanku.”

-Umar bin Khattab-
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan

bahasa yang lain. Dalam skripsi ini, transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan

tulisan dari bahasa Arab ke dalam tulisan bahasa Latin atau biasa disebut dengan

transliterasi Arab-Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini

berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1997 dan

Nomor: 0534b/U/1987. Surat Keputusan tersebut secara garis besar menguraikan

sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
‘ Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan
< Ba’ B Be
< Ta’ i Te
, ] es (dengan titik di
= Sa S atas)
d Jim ] Je
ha (dengan titik di
< & i bawah)
z Kha’ Kh ka dan ha
2 Dal D da
i . ) ze (dengan titik di
; Zal Z atas)
J Ra’ R er
D Za’ zet
o Sin S es
8= Syin Sy es dan ye
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es (dengan titik di
o= Sad S bawah)
de (dengan titik di
o= Dad D bawah)
te (dengan titik di
b Ta’ T bawah)
zet (dengan titik di
L Za’ Z bawah)
& “Ain ‘ koma terbalik di atas
¢ Gain G Ge
s Fa’ F Ef
Qaf Q o
& Kaf K Ka
J Lam L ‘el
. Mim M ‘em
O Nun N en
B Waw W W
. Ha’ H Ha
. kA : Apostrof
< Ya’ Y Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

1.

5 WA Ditulis muta’addidatah
e Ditulis iddah
C. Ta’ Marbiitah di Akhir Kata
Bila dimatikan ditulis h
1.& ’ hikmah

Ditulis




| @
ale

Ditulis

‘illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap

dalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila

dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka

ditulis dengan h

£ 591 4a) 8

ditulis

Karamah al-Auliya’

3. Bila ta’ marbttah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammabh,

maka ditulis t atau h

)L:sﬂ 38\5; ditulis Zakah Cll—Flﬁ"l
D. Vokal Pendek
N e ——— Fathah Ditulis a
2 | .- Kasrah Ditulis i
3 - Dammah Ditulis u
E. Vokal Panjang
Fathah + alif a
1 oy Ditulis istihsan
Fathah + ya’ mati a
2 5 Ditulis unsa
Kasrah + ya’ mati i
3 55 Ditulis karim
Dammah + wawu mati il
4 g Ditulis furid
F. Vokal Rangkap
Fathah + ya’ mati ai
1 < Ditulis bainakum
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Jse

Fathah + wawu mati

au

Ditulis qaul

. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof
A ditulis a'antum
el ditulis u'iddat
A SE oY ditulis la'in syakartum
. Kata Sandang Alif + Lam
1. Bila diikuti huruf gamariyah ditulis sesuai dengan bunyinya
Ol Al ditulis Al-Qur’an
ol ditulis al-Qiyas

2. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis menggunkan huruf syamsiyah yang

mengikutinya, serta menghilangkan huruf/ (el)-nya

¢ L) ditulis an-Nisa’
L.yl ditulis ar-Risalah
Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat
Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya
sl dal Ditulis Ahl ar-Ra’yi
Al Ja) B\ulis Ahl as-Sunnah
Pengecualian
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1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam

Kamus Umum Bahasa Indonesia, seperti hadis, lafaz, shalat, dan

sebagainya.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan zoon politicon atau makhluk yang senantiasa
bersosialisasi dan berinteraksi dengan sesama, serta memiliki kecenderungan
untuk hidup berdampingan dan saling membutuhkan satu sama lain dalam
menjalankan kehidupannya. Naluri manusia sebagai makhluk sosial
menimbulkan rasa kepedulian dengan sesama, keinginan untuk bergaul,
berkumpul dengan manusia lain, rasa saling mencintai dan keinginan untuk
melahirkan keturunan. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an Surah An-Nahl

(16) ayat 72 yang berbunyi:
oo (5859 bdd>g oy (Slgil oo (S Jazg gl @Seutil oo I Jaz bl
' olu]l

Memiliki ' keturunan ‘merupakan ‘salah satu ' siklus terpenting dalam
kehidupan manusia. Untuk memperoleh keturunan, setiap manusia seyogianya
menjalin hubungan dengan lawan jenisnya dalam ikatan (perkawinan) yang sah
baik secara agama maupun hukum negara. Hal ini bertujuan untuk menjamin
hak dan kewajiban setiap pihak yang terikat di dalamnya, tak terkecuali
keturunan yang lahir sebagai akibat dari hubungan tersebut. Dalam Islam,

keturunan merupakan salah satu dari lima hal inti yang harus dipelihara oleh

! An-Nahl (16): 72



umat Islam baik dari segi nasabnya (garis keturunan), agamanya, maupun
akhlak dan budi pekertinya. Hal ini sebagaimana yang dimaksudkan dalam
tujuan syariat Islam yaitu hifz an-nasl (memelihara keturunan).? Setiap anak
yang terlahir di dunia pada prinsipnya adalah fifrah (suci), tidak memiliki
maupun membawa dosa, sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW yang

diriwayatkan dari Abu Hurairah R.a.

e g 39050 S akug dade Al Lo (1 JB 1B e il (92 830 3 e
r((duwog Lé)lég& olgy) 8yladll

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan
bangsa dan generasi penerus cita-cita berbangsa, setiap anak berhak atas
kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas
perlindungan dan tindakan kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan
kebebasan.* Sebagai bentuk perlindungan terhadap anak, Undang-Undang
Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah menentukan dengan
tegas mengenai -hak-hak anak; pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab
orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara untuk memberikan
perlindungan Kepada anak.” Oleh Karena'itu, dalam melakukan pembinaan,

pengembangan dan perlindungan anak diperlukan peran masyarakat, baik

2 Busyro, MAQASHID AL-SYARI’AH: Pengetahuan Mendasar Memahami Maslahah
(Jakarta Timur: Kencana Prenada Media, 2019), him. 4

3 HR. Bukhari dan Muslim No. 1296

4 Penjelasan umum alinea pertama Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak



melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya
masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media
masa, atau lembaga pendidikan.

Sebagai bagian dari masyarakat, anak mempunyai kedudukan hukum
yang perlu diperjelas dan dipertegas apalagi dalam masyarakat yang modern
dan global. Sebab dalam era global, perkembangan teknologi, informasi, dan
transformasi yang semakin canggih memungkinkan kedudukan dan hubungan
anak terhadap orang tuanya semakin kabur dan tidak jelas dengan munculnya
berbagai kasus yang membuat status anak menjadi tidak jelas. Seperti
pergaulan yang semakin bebas, mobilitas manusia semakin cepat dan sistem
transformasi yang semakin modern dan maju yang membuat hubungan antar
individu semakin tidak ada pembatas, terutama dalam hubungan perkawinan
dan hubungan seksual. Dalam mengatasi hal-hal tersebut, Islam sebagai agama
yang rahmatan lil’alamin mensyariatkan kepada umatnya untuk melakukan
perkawinan/pernikahan yang sah.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun . 1974 tentang Perkawinan
sebagaimana telah’ diubah "dalam ‘Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
(selanjutnya disingkat UU Perkawinan), perkawinan merupakan ikatan lahir
batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan
tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Sementara dalam Kompilasi Hukum

5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 1



Islam, perkawinan adalah sebuah akad yang sangat kuat atau mitssaqan
ghalidzan untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya
merupakan ibadah.® Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan
rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.’

Dalam sistem hukum Indonesia, perkawinan dinyatakan sah apabila
dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan yang diyakini kedua
mempelai, serta dicatatkan sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang
berlaku.® Apabila suatu perkawinan telah dinyatakan sah baik secara materiil
maupun formil, maka anak yang lahir dalam perkawinan tersebut juga disebut
sebagai anak yang sah. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 42 UU
Perkawinan bahwa, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau
sebagai akibat perkawinan yang sah.” Adapun anak yang lahir di luar
perkawinan yang sah berlaku ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan yaitu
terhadap anak yang lahir di luar perkawinan yang sah hanya mempunyai
hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.*

Berdasarkan Pasal 7.ayat (1) Undang-Undang Nemor,23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah/diubah dalam Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2014 (selanjutnya disingkat UU Perlindungan Anak), setiap

¢ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2

7 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3

8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 2
 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 42

19 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 43



anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang
tuanya sendiri.’* Namun apabila sang anak hanya memiliki hubungan perdata
dengan ibunya dan keluarga ibunya, maka anak tersebut tidak terikat hubungan
hukum dengan ayah biologisnya seperti hak nasab (garis keturunan) dalam
Islam, hak pemenuhan nafkah, hak pemeliharaan dan pendidikan (hadanah),
hak saling mewarisi, hak perwalian nikah bagi anak perempuan, dan hak-hak
keperdataan lainnya. Kondisi seperti ini tentunya sangat merugikan pihak anak,
sebab hak-hak yang seharusnya menjadi milik anak tersebut dicabut secara
paksa dan ayah biologisnya tidak memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-
hak dasar yang melekat pada dirinya.

Ditengah-tengah kepluralan masyarakat Indonesia, akhir-akhir ini
banyak bermunculan kasus perkawinan beda agama yang terus meningkat
seiring berjalannya waktu.' Hingga saat ini status hukum dari perkawinan beda
agama sendiri masih menjadi perdebatan baik dikalangan pakar hukum,
maupun dikalangan masyarakat umum. Hal ini disebabkan adanya multitafsir
dariketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan tentang keabsahan perkawinan.
Adayangberpendapat bahwa perkawinan bedaagama adalah sah, apabila telah
dilakukan sesuai dengan kepercayaan masing-masing mempelai. Namun ada
juga berpendapat bahwa perkawinan beda agama adalah tidak sah, sebab

beberapa agama melarang perkawinan antara dua orang yang berbeda

' Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014,
Pasal 7

12 https://populis.id/read13644/jangan-kaget-ini-jumlah-pasangan-nikah-beda-agama-di-
indonesia diakses pada 27 Juni 2023 pukul 20:45 WIB.



https://populis.id/read13644/jangan-kaget-ini-jumlah-pasangan-nikah-beda-agama-di-indonesia
https://populis.id/read13644/jangan-kaget-ini-jumlah-pasangan-nikah-beda-agama-di-indonesia

keyakinan. Selain itu, apabila yang melakukan perkawinan adalah orang yang
berbeda agama maka tidaklah mungkin kemudian dilakukan dengan dua kali
akad perkawinan, karena suatu perbuatan hukum hanya bisa dilakukan dengan
sekali akad untuk menjamin kepastian hukum.*?

Persoalan-persoalan perkawinan beda agama hingga saat ini masih
menjadi topik hangat dan sangat menarik untuk dikaji, sebab kasus perkawinan
beda agama yang muncul akhir-akhir ini semakin hari juga semakin beragam,
mulai dari latar belakang agama, hingga alasan dan sebab perkawinan yang
juga berbeda-beda. Sabagian besar pasangan yang berbeda agama di Indonesia
memilih untuk melakukan dua kali akad perkawinan berdasarkan ketentuan
agama masing-masing guna menjamin keabsahan perkawinan mereka dari dua
sisi agama. Namun ada juga sebagian pihak yang memilih untuk menundukan
diri pada agama pasangannya dan melakukan akad perkawinan berdasarkan
keyakinan pasangannya tersebut.

Menurut peneliti, keabsahan suatu perkawinan pada dasarnya tetap
menjadi fondasi dalam rumah tangga yang tidak bisa dihiraukan, sebab apabila
perkawinan tidak sah, maka hubungan yang terjalin di~dalamnya juga akan
termasuk dalam perzinaan dan status anak yang lahir dari hubungan tersebut
juga akan menjadi anak hasil zina. Oleh karena itu pengesahan perkawinan

memiliki peranan yang sangat penting dan tidak hanya cukup secara

13 Danu Aris Setiyanto, “Larangan Perkawinan Beda Agama dalam Kompilasi Hukum
Islam Perspektif Hak Asasi Manusia,” A/-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol. 7,
No. 1 (April 2017), hlm. 91



administratif saja, namun juga harus sesuai dengan hukum agama dan hukum
negara yang berlaku.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk
mengkaji lebih lanjut tentang tinjauan yuridis terhadap nasab dan status anak

hasil perkawinan beda agama.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka pokok permasalah yang
akan diteliti dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimana tinjauan nasab dan status anak hasil perkawinan beda agama?
2. Bagaimana tinjauan Yuridis terhadap nasab dan status anak hasil

perkawinan beda agama?

Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan-
pertanyaan dari rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, yaitu:
1. "Menjelaskan tinjaua nasab dan status anak hasil perkawinan beda agama.
2. Menjelaskany tinjauan, Yuridis) terhadap: nasab dan status anak hasil
perkawinan beda agama.
Adapun kegunaan dari penelitian ini, yaitu:
1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah
keilmuan dalam bidang hukum keluarga, khususnya dalam hal nasab dan

status anak hasil perkawinan beda agama,;



2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberi kontribusi
positif dan menambah pengetahuan masyarakat umum mengenai nasab
dan status anak hasil perkawinan beda agama dalam hukum Islam dan
hukum positif di Indonesia, serta membantu meningkatkan kesadaran
masyarakat akan pentingnya sebuah perkawinan yang sah guna menjamin

nasab dan status anak.

D. Telaah Pustaka

Dalam menyusun penelitian ini, peneliti mengulas beberapa penelitian
terdahulu untuk memperoleh gambaran dan titik temu yang lebih rinci
mengenai status keperdataan anak dalam berbagai perspektif, sehingga dapat
menjadi acuan dan pembanding untuk melakukan penelitian lebih lanjut.
Adapun beberapa penelitian dahulu yang relevan dengan penelitian ini
diantaranya yaitu:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Siti Salwa Safila dengan judul
“Status Hukum dan Hak Keperdataan Anak yang Terlahir dari Pernikahan yang
Tidak Dicatat (Tinjavan Yuridis Hukum [slam dan Hukum Positif Indonesia”.*
Skripsi ini membahas tentang status hukum anak yang timbul dari pernikahan
yang tidak dicatatkan dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. Dari
hasil penelitiannya, skripsi ini menjelaskan bahwa anak yang dilahirkan dari

perkawinan dibawah tangan (tidak dicatatkan) tidak dapat melakukan tindakan

4 Siti Salwa Safila, “Status Hukum dan Hak Keperdataan Anak yang Terlahir dari
Pernikahan yang Tidak Dicatat (Tinjauan Yuridis Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia)”
Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, (2021).



hukum keperdataan sehingga anak tersebut tidak mendapat perlindungan
hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sementara
kedudukan pernikahan yang tidak dicatatkan sendiri mengandung multitafsir
antara hukum Islam dengan hukum positif. Hal yang membedakan skripsi ini
dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah kerangka berpikir
yang digunakan. Dalam skripsi ini kerangka berpikir dititik beratkan pada
kedudukan hukum anak yang terlahir dari pernikahan yang tidak dicatat
berdasarkan hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Namun dalam
penelitian yang akan dilakukan peneliti, kerangka berpikir dititik beratkan pada
kedudukan nasab dan status anak yang lahir dari perkawinan beda agama dalam
perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Kedua, artikel yang ditulis oleh M. Hajir Susanto, Yonika Puspitasari,
dan Muhammad Habibi Miftakhul Marwa dengan judul “Kedudukan Hak
Keperdataan Anak Luar Kawin Perspektif Hukum Islam”.> Artikel ini
mengkaji tentang kedudukan keperdataan anak yang lahir di luar pernikahan
menggunakan perspektif hukum Islam. Dari hasil penelitiannya, artikel ini
menjelaskan bahwa kedudukan anak luar kawin menurut-hukum Islam hanya
memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibu. Sementara
dengan bapaknya, anak luar kawin tidak memilik hubungan dan hak
keperdataan sehingga tidak ada hubungan nasab dengan bapaknya, tidak dapat

saling mewarisi, dan apabila sang anak menikah bapaknya tidak dapat menjadi

!5 M. Hajir Susanto, Yonika Puspitasari, dan Muhammad Habibi Miftakhul Marwa,
“Kedudukan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Perspektif Hukum Islam,” Justisi: Jurnal Fakultas
Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong Vol. 7, No. 2 (2021).
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wali nikah. Berbeda dengan artikel ini, penelitian yang akan dilakukan oleh
peneliti akan mengkaji tentang kedudukan nasab dan status anak yang lahir dari
perkawinan beda agama dalam perspektif Undang-Undang Perkawinan dan
Kompilasi Hukum Islam.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Andi Robiansah dengan judul
“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi (Mk) Nomor
46/PUU-VIII/2010 Tentang Hak Anak™.*® Skripsi ini mengkaji tentang Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Hak Anak dalam
perspektif hukum Islam yaitu teori magqdasid al-syari’ah yang dikemukakan
oleh al-Ghazali dalam kitab al-Mustasfa min ‘Illm al-Usil. Adapun dari hasil
penelitiannya, skripsi ini menjelaskan bahwa berdasarkan teori magasid al-
syari’ah yang dikemukakan oleh al-Ghazali, seorang anak yang lahir di luar
nikah tidak dapat mempunyai hak nasab dan hak waris terhadap orang tuanya
namun hanya mempunyai hak nafkah. Hal yang membedakan skripsi ini
dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah skripsi ini mengkaji
anak.yang lahir di Juar nikah, sementara penelitian_yang akan dilakukan
peneliti mengkaji anak yang lahir dari perkawinan beda agama.

Keempat, artikel yang ditulis oleh Achmad Arnold dan Mulyono Jamal

dengan judul “Hak-Hak Keperdataan Anak Hasil Zina dan Anak Luar Nikah

16 Andi Robiansah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi
(Mk) Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Hak Anak™ Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Yogyakarta, (2019).
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Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”.'” Artikel ini membahas tentang
perbedaan dan persamaan hak keperdataan anak hasil zina dalam perspektif
hukum positif dan hukum Islam. Hasil dari penelitiannya, artikel ini
menjelaskan bahwa hukum positif memberikan kemungkinan pengakuan anak
hasil zina menjadi anak luar nikah dengan adanya pengesahan pengadilan.
Sehingga kedudukan anak luar nikah sama dengan anak sah setelah ayah
biologisnya memberikan pengakuan terhadapnya berupa hak nasab, hak waris,
hak wali nikah, dan hak nafkah sepenuhnya dari ayahnya. Kedudukan anak luar
nikah yang tidak diakui memiliki persamaan akibat hukum yang sama dengan
anak hasil zina yang tidak ternasabkan kepada ayah biologisnya dan hilangnya
semua hak keperdataan dengan ayahnya. Sementara menurut Islam, anak hasil
zina dan anak luar nikah adalah sama yaitu anak zina. Anak tersebut tidak
berhak atas pengakuan dari ayah biologisnya, sehingga tidak ada hak nasab dan
waris. Berbeda dengan artikel ini, peneliti akan lebih memfokuskan penelitian
ini pada status anak yang terlahir dari perkawinan beda agama.

Kelima, artikel yang ditulis oleh Ardian Arista Wardana dengan judul
“Pengakuan Anak di Luar Nikah: Tinjauan Yuridis tentang Status Anak di Luar
Nikah”.*® Artikel ini membahas secara yuridis bagaimana status anak di luar

nikah dan bagaimana proses pengajuan pengakuan anak dalam hukum

17 Achmad Arnold dan Mulyono Jamal, “Hak-Hak Keperdataan Anak Hasil Zina dan
Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam,” SHARIA: Journal of Indonesian
Comparative of Sharia and Law Vol. 2, No. 1 (Juni 2019).

18 Ardian Arista Wardana, “Pengakuan Anak di Luar Nikah: Tinjauan Yuridis tentang
Status Anak di Luar Nikah,” Jurisprudence Vol. 6, No. 2 (September 2016).



12

Indonesia. Dari hasil penelitiannya, artikel ini menjelaskan bahwa anak yang
lahir di luar nikah dapat diakui statusnya sebagai anak sah apabila ada
pengakuan secara hukum dari ayahnya, dan apabila status anak tesebut telah
menjadi anak sah, maka secara keperdataan ia memiliki keterikatan dengan
ayahnya mulai dari nafkah, kewalian, harta warisan dan lain sebagainya.
Perbedaan artikel ini dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah
artikel ini meneliti tentang status keperdataan anak yang lahir di luar nikah,
sementara peneliti akan meneliti nasab dan status anak yang lahir dari
perkawinan beda agama dan berdasarkan kajian dan pembahasan terhadap
karya ilmiah di atas, sejauh pengetahuan penulis, belum ada yang meneliti

tentang topik yang di angkat oleh penulis ini.

E. Kerangka Teoretik

Nasab dalam Islam merupakan fondasi yang kuat untuk meletakkan
suatu hubungan kekeluargaan berdasarkan kesatuan darah.’® Memelihara nasab
atau hifz an-nasl merupakan salah satu tujuan utama syariat Islam disamping
memelihara agama;- jiwa,. akal, dan harta. Dalam rangka menjaga dan
memelihara kemurnian nasab, Islam'mensyariatkan perkawinan sebagai cara
yang dipandang sah dan mengharamkan perbuatan zina, sebagaimana firman

Allah SWT dalam Al-Qur’an:

1 M. Hajir Susanto, Yonika Puspitasari, dan Muhammad Habibi Miftakhul Marwa,
“Kedudukan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Perspektif Hukum Islam,” Justisi: Jurnal Fakultas
Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong Vol. 7, No. 2 (2021), hlm. 108
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Mo slig did O ) 331 192,85 Vg
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Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan
seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah
tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*
Dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan disebutkan bahwa:

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-

masing agamanya dan kepercayaannya itu”.*

Sementara dalam penjelasannya, pasal ini menuturkan bahwa yang
dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu
meliputi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan
agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak
ditentukan lain dalam UU Perkawinan. Sehingga bagi umat Islam Indonesia,
selain berlaku ketentuan UU Perkawinan berlaku pula ketentuan Instruksi
Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum
Islam (selanjutnya disingkat KHI).

Salah satu akibat dari perkawinan yang sah adalah anak yang dilahirkan
dari _perkawinan  tersebut adalah “anak sah, /yang. memiliki hubungan
keperdataan secara ‘sempurna dengan ’kedua. orang /tuanya. Sebagaimana
ditentukan dalam Pasal 42 UU Perkawinan bahwa anak yang sah adalah

dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Hal ini sejalan

20 Al-Isra’ (17): 32
2! Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 1

22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 2
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dengan Pasal 99 KHI yang menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang
dilahirkan dalam perkawinan yang sah, atau hasil perbuatan suami isteri yang
sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut. Dengan menggunakan
logika argumentum a contrario terhadap pasal-pasal tersebut, maka anak yang
dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang tidak sah dapat dipahami sebagai
anak tidak sah.

Para ulama figh sepakat bahwa anak yang dapat dinasabkan kepada
ayah biologisnya adalah anak yang lahir dari rahim seorang perempuan dalam
suatu perkawinan yang sah.?® Sebaliknya anak yang lahir di luar perkawinan
yang sah, hanya memiliki garis nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya
begitu  pula dengan hubungan-hubungan perdata lainnya seperti hak
pemenuhan nafkah dari orang tua, hak pemeliharaan dan pendidikan (hadanah),
hak saling mewarisi, hak perwalian nikah bagi anak perempuan, dan lain
sebagainya.’* Akan tetapi dalam Hukum Islam sendiri, ada 4 syarat lain yang
harus dipenuhi agar nasab scorang anak dapat dinyatakan sah, diantaranya

yaitu:?

1. Kehamilan'seorang istri‘adalah hal yang normal dan‘wajar, bukan hal yang

mustahil.

23 Nurul Irfan, Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam (Jakarta: AMZAH, 2012),
hlm. 79

24 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 100
25 M. Hajir Susanto, Yonika Puspitasari, dan Muhammad Habibi Miftakhul Marwa,

“Kedudukan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Perspektif Hukum Islam,” Justisi: Jurnal Fakultas
Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong Vol. 7, No. 2 (2021), hlm. 109
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Tenggang waktu kelahiran dengan pelaksanaan perkawinan minimal enam
bulan sejak akad nikah dilangsungkan.
Anak yang lahir terjadi dalam waktu batas maksimal kehamilan.

Suami tidak mengingkari anak yang dilahirkan istrinya.

F. Metode Penelitian

Pokok dari metodelogi dalam setiap penelitian hukum adalah

menguraikan tentang teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti

ketika melakukan penilitian hukum, agar tetap sesuai dengan prosedur dan

sistematika penelitian yang berlaku. Berikut adalah metode penelitian yang

digunakan peneliti dalam menyusun skripsi ini:

I.

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau library research,
yang melibatkan eksplorasi dan analisis literatur seperti buku, jurnal,
majalah, artikel, kitab-kitab figih, peraturan perundang-undangan, dan
sumber bacaan lain yang relevan dengan topik penelitian ini. Penelitian ini
berfokus pada kedudukan nasab dan status anak yang lahir dalam atau
sebagai akibat ‘dari perkawinan beda agama, yang didasarkan pada
ketentuan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.
Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dengan mengambil masalah atau
memusatkan perhatian pada permasalahan yang berkaitan dengan nasab
dan status anak hasil perkawinan beda agama, yang kemudian hasil dari

penetian tersebut akan diolah dan dianalisis menggunakan teori Kompilasi
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Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan untuk diambil

kesimpulannya.

Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan

Yuridis terhadap UU No. 1 Tahun 1974 (diubah dengan UU No. 16 Tahun

2019) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui Instruksi Presiden No.

1 Tahun 1991. Tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi dan

memahami rasionalitas hukum yang berkaitan dengan nasab dan status

anak dalam perkawinan beda agama, berdasarkan prinsip-prinsip dan dasar

hukum yang bersumber dari hukum Islam dan peraturan perundangan-

undangan.

Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua,

yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer

adalah sumber pokok yang langsung memberikan data kepada pengumpul

data, sementara_ data seckunder adalah _sumber yang memberikan data

secara tidak langsung.?®

a. Data primer yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah dasar
hukum yang memiliki suatu kekuatan, yang terdiri peraturan

perundang-undangan dan dokumen resmi yang didalamnya

hlm. 308

26 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek (Jakarta: Sinar Grafika, 1996),
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mencangkup ketentuan hukum. Adapun dasar hukum yang digunakan
dalam penelitian ini bersumber dari aturan hukum nasional yaitu:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

¢) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak;

d) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia;

e) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

f) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan;

g) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991
tentang Kompilasi Hukum Islam;

h) Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 4/MUNAS
VII/MUI/8/2005 tentang Perkawinan Beda Agama;

b. Data sekunder yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah buku-
buku, majalah, dokumen-dokumen resmi, dan hasil penelitian dalam
bentuk: laporan, jurnal, skripsi, tesis, dan.disertasi, serta bahan-bahan
hukum'yang mengikat seperti peraturan’ perundang-undangan yang
memiliki relevansi /dengan nasab. dan 'status anak hasil perkawinan
beda agama.

Teknik Pengumpulan Data

data yang dikumpulkan adalah data kualitatif yang diperoleh dari sumber

data primer dan juga sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data

yang diterapkan dalam penelitian ini meliputi langkah-langkah berikut:
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a. Sebelum memulai analisis data, peneliti pertama-tama melakukan
studi pustaka sebagai referensi dan untuk mendapatkan pemahaman
tambahan tentang lingkup kegiatan serta konsep-konsep yang relevan
yang akan dibahas dalam penulisan.

b. Dalam melakukan pembahasan analisis dan sintesis data yang telah
dikumpulkan, diperlukan data referensi yang digunakan sebagai
landasan, di mana data tersebut dapat diperluas untuk mencari
kesamaan dalam materi, sehingga memungkinkan untuk menghasilkan
solusi dan kesimpulan.

6. Metode Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini, maka metode analisis data yang

digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pola berfikir

induktif. Data yang diperoleh dari penelitian ini akan diinterpretasikan dan
selanjutnya dianalisis dengan menggunakan kerangka teori Kompilasi

Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan.

G. Sistematika Pembahasan

Agar memudahkan pembaca‘dalam memahami isi skripsi ini, maka
diperlukan suatu sistematika pembahasan yang dapat menguraikan kerangka
penelitian. Oleh karena itu, peneliti mengorganisir pembahasan skripsi ini ke
dalam beberapa bagian, yaitu:

Bab pertama, membahas tentang uraian pendahuluan yang meliputi
latar belakang beserta pokok permasalahan yang hendak diteliti, tujuan dan

kegunaan penelitian yang membuktikan bahwasanya masalah yang ditemukan
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patut untuk diteliti. Telaah pustaka yang membahas hasil-hasil penelitian
terdahulu tentang tinjauan yuridis terhadap nasab dan status anak Hasil
perkawinan beda agama. Kerangka teoritik yang menjelaskan teori dan konsep
yang digunakan dalam penelitian ini. Kemudian ada metodologi penelitian, dan
terakhir adalah sistematika pembahasan yang mendeskripsikan kerangka
pembahasan yang akan dikaji dalam penelitian ini.

Bab kedua, menjelaskan dengan ringkas mengenai gambaran konsep
nasab dan status anak dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang
Perkawinan. Bagian ini masih dalam kerangka pengenalan umum dengan
maksud agar pembaca dapat memiliki pemahaman dasar tentang tema nasab
dan status anak dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia.

Bab ketiga, membahas tentang anak hasil perkawinan beda agama yang
menjadi objek penelitian, serta menjelaskan tentang status hukum perkawinan
beda agama di Indonesia.

Bab keempat, mengupas analisis penelitian yang mengkaji tentang
kedudukan nasab dan status anak yang lahir_dari perkawinan beda agama
berdasarkan "perspektift Kompilasi Hukum /Islam ‘dan® Undang-Undang
Perkawinan.

Bab kelima yaitu bab penutup. Dalam bagian ini, peneliti menyajikan
ringkasan dari hasil analisis data sebagai respons terhadap permasalahan yang
diajukan, serta memberikan rekomendasi dan aspirasi yang muncul dari

pelaksanaan penelitian ini.



BAB YV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka
dapat di simpulkan bahwa nasab dan status anak hasil perkawinan beda agama
menurut perspektif Yuridis di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. anak hasil perkawinan beda agama tidak dapat dinasabkan kepada ayah
biologisnya, sebab perkawinan beda agama bukanlah perkawinan yang
sah, dilakukan dengan kesadaran, dan tanpa adanya unsur yang syubhat,
Sehingga kedudukan nasabnya pun hanya dapat dihubungkan pada
ibunya.

2. Berdasarkan rumusan pasal-pasal dan kompilasi hukum Islam,
perkawinan beda agama tergolong dalam perbuatan zina. Sehingga status
anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut juga tergolong dalam
kategorianak' tidak sah. Perwalian dalam ‘hal ;perkawinan bagi anak
perempuan, adalah pada wali Hakim, dan hak warisnya hanya kepada

ibunya dan keluarga ibunya.
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B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, saran dan harapan peneliti

adalah:

1.

Pemerintah sepatutnya mempertegas status perkawinan beda agama di
Indonesia dalam bentuk perundang-undangan guna memberikan kekuatan
hukum yang lebih kuat, sebab meskipun Ketua Mahkamah Agung RI telah
melarang hakim untuk mengabulkan pencatatan perkawinan, namun
larangan tersebut bukanlah berbentuk undang-undang sehingga tidak
cukup untuk mencegah terjadinya perkawinan beda agama di Indonesia.
Pemerintah seyogianya memberikan penyuluhan kepada masyarakat
tentang kemadaratan perkawinan beda agama, agar masyarakat dapat lebih
paham dan bijak dalam menentukan langkah.

Penelitian tentang perkawinan beda agama sebaiknya dapat dikembangkan
lagi dengan mengaitkan kasus atau penetapan terbaru dan dari sudut
pandang | yang -berbeda agar dapatmenjadi ‘teferensi untuk penelitian
berikutnya.

Adanya kritik dan,saran dari para akademisi terkait penelitian ini, sebab
peneliti sangat menyadari bahwa dalam penelitian ini masih jauh dari kata

sempurna dan memiliki banyak kekurangan.
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